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Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 

• Putusan Mahkamah Konstitusi No 24/PHPU-BUP/XXII/2024 Kabupaten Empat 
Lawang Tahun 2024,  
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12370_1740
389889.pdf 

• Putusan Pengujuan Undang-undang No. 129/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh 
:  Helmi Hasan; (Wiraswasta); Ir. H. Mian; (Bupati Bengkulu Utara); Dra. Elva 
Hartati, S.I.P., M.M.; (Anggota DPR RI Periode 2019-2024, dalam : 
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11247_1
731560383.pdf Data Akses 18 Juni 2025, jam 14.50 WIB 

• Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilkada Siak Tahun 2025 Nomor 
NOMOR 73/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pasangan Calon Bupati 
dan Wakil Bupati Siak, Drs. H Alfedri dan Husni Merza 
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12395_1740
410058.pdf  

• Putusan Mahkamah Konstitusi NOMOR 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 TENTANG 
Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati 
dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Pemohon : Thariq Modanggu, 
S.Ag., M.PdI dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP (Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 
2024, Nomor Urut 2) 

• Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 163/PHPU - BUP-XXIII/2025 perkara 
perselisihan hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara 
Tahun 2024. Pemohon, Awang Yacoub Luthman dan Akhmad Zais 

https://www.metrotvnews.com/read/b7WCg6RZ-apa-itu-putusan-dismissal-mk-yang-mengerem-pelantikan-kepala-daerah
https://www.metrotvnews.com/read/b7WCg6RZ-apa-itu-putusan-dismissal-mk-yang-mengerem-pelantikan-kepala-daerah
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12370_1740389889.pdf
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12370_1740389889.pdf
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12395_1740410058.pdf
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12395_1740410058.pdf
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• PUTUSAN Mahkamah Konstitusi NOMOR 132/PHPU.BUP-XXIII/2025 diajukan 
oleh: H. Cecep Nurul Yakin H. Asep Sopari Al-Ayubi 
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12369_1
740387309.pdf  

•  
Perundang-undangan 

• Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Majelis Permusyawaratan Rakyat 
Republik Indonesia,. 

• Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 Tentang 
Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi,  

• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 11 ayat (1) dan (2) . 

• Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat 
Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 11 ayat (3) 

• Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024Tentang Tata Beracara 
Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

• Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 
Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 

• Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2Ol2 terntang 
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012  2Ol2 Nomor 111) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2O12 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 183)  

• Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang 
Mahkamah Konstitusi,   

• UU No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.  

• UU No 48 Tahun 2009 adalah Undang-undang kekuaasaan kehakiman yang  
mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman  

• Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang 
Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 
Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota 

• Peraturan KPU ini mengubah beberapa ketentuan dan lampiran dalam Peraturan 
KPU Nomor 8 Tahun 2024. Pasal yang diubah antara lain meliputi Pasal 11 terkait 
persyaratan pendaftaran pasangan calon kepala daerah, Pasal 13 mengenai 
dokumen persyaratan pencalonan oleh Parpol peserta pemilu atau gabungan 
parpol peserta pemilu, dan Pasal 15 mengenai syarat usia calon kepala daerah. 

• UU No. 23 Tahun 2014 dicabut sebahagian dengan : 

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12369_1740387309.pdf
https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_12369_1740387309.pdf
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• Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

• PP No. 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan Dan 
Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah 

 

WAWANCARA 

1. Wawancara tertulis dengan Hakim Konstitusi, via Biro Hukum Mahkamah Konstitusi 

2. Wawancara Khusus dengan Hakim Konstitusi Prof, Dr. M Guntur Hamzah, S.H., M.H., 

Juni 2025 

3. Wawancara Khusus dengan Prof. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., (Mantan 

Ketua Mahkamah Konstitusi) Tanggal  17 Juli 2025  Jam 15.00-17.15 WIB 

4. Wawancara Khusus dengan Praktisi Hukum Prof. Dr. Andi Asrun S.H., M.H., 

(Ketua Forum Pengacara Konstitusi) Juli 2025. 

5. Wawancara Khusus dengan Praktisi Hukum MK, Dr. Heru Widodo, S.H., 

M.Hum (Sekretaris Forum Pengacara Konstitusi) Juni 2025 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



Nomor : 02221/UN4.5/PT.01.04/2025 Makassar, 8 April 2025
Lampiran :   
Hal : Permohonan Izin Penelitian & wawancara 

a.n. Misbahuddin Gasma P. NIM  B013211006

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi R.I. 
di Jl. Medan Merdeka Barat No.6, RT.2/RW.3, Gambir, 
Kota Jakarta Pusat, 10110
                  

Dengan hormat,
Dalam rangka penyusunan dan penulisan disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, kami mohon kiranya mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MISBAHUDDIN GASMA P
Nim : B013211006
Program Studi : Doktor (S3) Ilmu Hukum
Nomor Hp : 0811-964-779

Judul Penelitian :
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH   
BERBASIS KEADILAN SUBSTANTIF DI MAHKAMAH   
KONSTITUSI

Tim Promotor: Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H. Promotor
 Prof. Dr. Abdul Hamid, S.H., M.A., LL.M. Kopromotor
 Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H. Kopromotor

dapat diberi bantuan berupa data dan informasi guna penyelesaian studi mahasiswa yang
bersangkutan.

Atas perkenaan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

 
a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kemahasiswaan Fakultas Hukum 

Prof. Dr. Maskun, S.H., LLM.
NIP. 197611291999031005

Tembusan:
1. Dekan Fak. Hukum Unhas;
2. KPS S3 Fakultas Hukum Unhas;
3.Sdr. Misbahuddin Gasma P.;
4.Arsip.
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